Menimbang

Mengingat

BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 245 TAHUN 2023
TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil,

makmur dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945, diperlukan tata  kelola  penyelenggaraan
pemerintahan yang bebas dari praktik kecurangan,;

. bahwa praktik kecurangan selain bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundangan-perundangan juga
bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik dan nilai-nilai luhur dalam masyarakat;

bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan
penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan diperlukan pengendalian
atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak
pidana korupsi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian
Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pasuruan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 1950 Nomor  41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);
















(2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan
pengendalian kecurangan di lingkungannya.\
(3) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal, 29 Desember 2023
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 245



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 245 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan
mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah merancang dan
mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut
merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara
terus-menerus agar dicapai kecukupan (sustenance), jati diri (self esteem), serta
kebebasan (freedom).

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah terus
berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan
rakyat. Pengelolaan APBN dan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan
kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan
dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah
menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan
(korupsi/fraud) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan, seperti uraian
berikut:

1) Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi;
2) Kelemahan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3) Hambatan Pembangunan di Daerah.

Risiko kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas
dan efisiensi pembangunan. Selain itu, praktik korupsi telah menimbulkan
dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian.

Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang- undangan
terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, namun peraturan yang ada belum
sepenuhnya mengakomodir perlunya penilaian risiko kecurangan.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan kecurangan yaitu dengan
menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan
pengkajian risiko kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna
meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi.
Mengkaji risiko kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian risiko
kecurangan/ fraud risk assessment (FRA) pada fraud control plan dan menjadi
bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya. Penilaian Risiko
Kecurangan dapat diimplementasikan keseluruhan atau dalam bagian tertentu
pada proses pembangunan/pengelolaan keuangan daerah yang meliputi
penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan
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8. APIP memiliki tugas dan tanggung jawab:
a. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
b. Melakukan audit investigasi; dan
c. Melakukan reviu efektifitas sistem pengendalian intern dalam mitigasi fraud.

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO






